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1. KETUA: ANWAR USMAN [00:13]  

 

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.  
 
 

 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita 

semua. Siang ini ada 4 perkara yang akan disidangkan, yaitu Perkara 
Nomor 5 Tahun 2023 yang diajukan oleh Pak Dr. Hasrul Buamona, S.H., 

M.H. dan kawan-kawan.  
Yang kedua, Perkara Nomor 6 Tahun 2023 yang diajukan oleh 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).  

Yang ketiga, Perkara Nomor 14 Tahun 2023 yang diajukan oleh 
Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional. Kemudian, Federasi Serikat 
Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia, lalu Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, 
lalu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, kemudian Federasi 
Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia, dan terakhir, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang terakhir ini 
diwakili oleh Bapak Mohammad Jumhur Hidayat dan kawan.  

Kemudian, perkara selanjutnya, yaitu Perkara Nomor 22 Tahun 
2023 diajukan oleh R. Abdullah sebagai Ketua Umum Pusat Federasi 
Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia. Kemudian, ada juga beberapa pemohon lainnya, misalnya DPN 

FSPI, PP PPMI ‘98, kemudian DPP FSP Pariwisata Reformasi, dan kawan-
kawan. Jadi, itu ada empat perkara.  

Kemudian untuk diketahui dan mungkin kita sudah tahu bersama 

bahwa dari keempat perkara ini terkait dengan Pengujian Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja. Yang tadinya perppu, kemudian perppu tersebut sudah mendapat 

persetujuan dari DPR dan sudah menjadi undang-undang.  
Oleh karena itu, untuk Perkara Nomor 6 telah mencabut 

permohonannya karena sudah kehilangan objek.  

Nah, untuk ketiga perkara yang lain, yaitu Nomor 5, Nomor 14, dan 
Nomor 22 perlu kami konfirmasi dari Para Pemohon. Apakah akan 
mencabut seperti Perkara Nomor 6 atau bagaimana? Atau terus? 

Bagaimana?  
 
 
 

 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB 

KETUK PALU 3X 
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2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: 

VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:45]  
 
Izin, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 5, prinsipnya kami menunggu 

putusan karena kami menginginkan adanya pandangan dari Mahkamah 
Konstitusi. Dan juga kami mungkin mengusulkan agar menjadi perhatian 
terkait dengan hukum acara perppu agar bisa lebih dikhususkan, 

dipercepat, Yang Mulia (…) 
 

3. KETUA: ANWAR USMAN [05:02]  
 

Ya (…) 
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: 

VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:03]  
 
Agar … karena objeknya berbeda dengan undang-undang. 

Demikian, Yang Mulia. 
 

5. KETUA: ANWAR USMAN [05:05]  

 
Ya, baik. Terima kasih.  
Kemudian, Nomor 14?  

 
6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023: 

M RAZIV BAROKAH [01:12]  
 

Yang Mulia, untuk kami Perkara Nomor 16, kami tetap melanjut … 
Nomor 14, mohon maaf, kami tetap melanjutkan perkara ini, Yang Mulia. 
Karena tentu kami memiliki argumentasi yang berbeda mengenai perppu 

ini yang ditetapkan menjadi undang-undang. Menurut kami, kehilangan 
objek itu harus diiringi dengan kehilangan masalah yang dimohonkan, 
Yang Mulia. Apabila objek ini dinyatakan hilang tapi masalahnya masih 

ada, ini sebetulnya tidak kehilangan objek, tapi mengaburkan objek, Yang 
Mulia. Jadi, kami tetap ingin perkara ini disidangkan dan sampai masuk ke 
dalam tahap pemeriksaan pokok perkara untuk kita challenge, kita 

kontestasi gagasan kita masing-masing bahwa perppu ini tidak hilang 
objeknya, Yang Mulia, tapi dikaburkan oleh pemerintah, diganti jadi 
undang-undang. Nanti ketika kami gugat lagi undang-undangnya, bisa jadi 

dikeluarkan perppu baru, terus dikeluarkan undang-undang baru, sampai 
kapan ini akan selesai? Begitu, Yang Mulia. Dan itu sangat 
mengenyampingkan hak dari warga masyarakat Indonesia, Yang Mulia. 
Jadi, kami mohon kepada Mahkamah sebagai the protector of human 

rights, melaksanakan fungsi tersebut dan menyidangkan perkara ini 
sampai selesai, memberikan putusan akhirnya.  
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7. KETUA: ANWAR USMAN [06:19]  
 
Jadi, terus, gitu ya? Tidak mencabut, ya?  

 
8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023: 

M RAZIV BAROKAH [06:21]  

 
Ya, Yang Mulia. Kami meneruskan perkara ini, Yang Mulia. 
 

9. KETUA: ANWAR USMAN [06:23]  

 
Ya. Kemudian, untuk Perkara 22?  
 

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023: 
SAHAT BUTAR BUTAR [06:31]  

 

Ya. Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 22, 
tetap lanjut sampai ada putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 
Terima kasih, Yang Mulia. 

 
11. KETUA: ANWAR USMAN [06:42]  

 

Ya, baik.   
 

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:49]  
 

Ya, terima kasih. Tadi kami sudah menanyakan, ya, ke … kalau 
yang Pemohon Nomor 6 sudah mencabut dan … dan tadi dikonfirmasi 
pencabutan itu, dan yang lain tetap meneruskan, tapi nanti bagaimana 

meneruskannya itu tergantung dari Mahkamah, ya. Nanti Mahkamah yang 
akan memutuskannya terkait dengan tiga permohonan yang lain. Kami 
sengaja membentangkan ini, siapa tahu di antara Pemohon punya sikap 

yang mirip dengan Nomor 6, gitu. Tapi kalau punya sikap yang berbeda, 
menunggu kami, kami akan putuskan sesuai dengan ketentuan Hukum 
Acara di Mahkamah Konstitusi, itu saja.  

Nomor 6 ya, dikonfirmasi, ya, pencabutannya, ya? 
 

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: 

SAUT PANGARIBUAN [07:48] 
  
Ya, kami sudah … Nomor 6 dari KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh 

Seluruh Indonesia, telah mencabut permohonan kami.  
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14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:57]  

 
Oke, terima kasih.   
 

15. KETUA: ANWAR USMAN [08:00] 
 

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  

Untuk Perkara Nomor 5, ada bukti dari Kuasa Presiden, yaitu PK-5 
sampai dengan PK-15. Ya, benar ya? Ya, dinyatakan sah.  

 
 

 
Baik, kalau begitu. Jadi, untuk Perkara Nomor 14 dan Nomor 22, 

nanti untuk agenda sidang selanjutnya atau jadwal sidang selanjutnya 

akan dikirim pemberitahuan melalui Kepaniteraan, ya, termasuk Nomor 5 
nanti. Jadi, baik, setelah sidang ini ditutup, Majelis akan mengadakan RPH, 
Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk menindaklanjuti apa yang 

disampaikan oleh Para Pemohon. Untuk itu sekali lagi, apa hasilnya nanti 
akan diberi tahu melalui surat oleh Kepaniteraan.  

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 
 

 

  
 

 
Jakarta, 6 April 2023 

  Panitera, 

Muhidin 
   

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.23 WIB 
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